GUBIZIRNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 317 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

- 8

L.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

bahwa untukx mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efekiif, transparan, dan akuntabel wadah layanan
informasi y:ng terpercaya dan terstruktur, maka perlu

dibentuk pe 1gelola layanan informasi dan dokumentasi di
Provinsi Mal 1ku;

bahwa derzan diberlakukannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman I’engelolaan Informasi dan Dokumentas;i
Kementericn Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi
dan Informatika, maka Keputusan Gubernur
Maluku Nomor 255 Tahun 2017 tentang
Pembentulan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku dpandang sudah tidak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan Perundang-undangan
sehingga p :zrlu diganti:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur I1aluku:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Jndang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 tenlang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia "‘ahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

61, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 161°7); '

Undang-Urdang Nomor 3i4 Tahun 2008 tentang
Keterbuka:n Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor484¢);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

wn

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112!, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

Undang-Urdang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daearh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimar a telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tamabahn Lenibaran Negara Republik
Indonesia Nomr 5679);

Peraturan I'emerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaa 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Koterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kem :nterian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dzn Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan  Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika:

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun
2016 tentaig Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Prcvinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Taun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun
2019 tenting Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Keputusan Gubcrnur tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi D’emerintah Provinsi Maluku sebagaimana
tercantum pada Lampiran | dan Lampiran Il Keputusan ni;

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

.

b.

C.

Menyusun din melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan
dokumentasi:

Mengkoordine sikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentas; dari Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

. Menyimpan, mendokumentasikar, menyediakan dan

memberi peliyanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;



KETIGA

KEEMPAT

e. Melakukan - erifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi
publik;

f. Melakukan u;i konsekuensi atas informasi dan dokumentasi

yvang dikecua. ikan;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyara <at;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring «atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelols
[Informasi dar dokumentasi Pembantu;

J. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/:tau sesuai dengan kebutuhan:

k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di
publikasikan:

I. menegaskan Pejabat Pengelcla Informasi dan Dokumentasi
Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan
dokumentasi;

m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku
melalui Sekre taris Daerah.

Pengelola Lz yanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimanadiniaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai
kewenangan un' uk :

a. menolak me nberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perunidang-undangan; :

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

¢. mengkoordinusi pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

e. menugaskan Pejabet Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu d:n/ata1 Pejabat Fungsional untuk membuat,
mengumpulk:in, serta  memelihara  informasi  dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksid pada Diktum “KEDUA” mempunyai
tugas :

a. membantu Pzjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama meliksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangan;

b. menyampaik: n informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Iniormasi dan Dokumentasi Utama dilakukan
paling sedikit & (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanaka: kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin keterscdiaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokume 1tasi bagi pemohon informasi secara cepat,
tepat, berku:litas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

€. mengumpulk:iin, mengolah dan mengkoinpilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah
masing-masir g menjadi bahan informasi publik;

=



LAM/'IRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOM IR 317 TAHUN 2020
TEN1TANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

SUSUNA N KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN NFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI MALUKU

JARATAN DALAM PLID KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

2 3

II.

Pembina . Gubernur Maluku
| b. Wakil Gubernur Maluku

Pengarah/Atasan PPID Sekretaris Daerah Maluku

[11.

Tim Pertimbangan 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku
| 2. Asisten Administrasi Umum dan

Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku

IV,

Ketua /PPID Utama |chaIa Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku

Bidang-Bidang : |
a. Pendukung ?
Sekretariat Pengelola
Layanan  Informasi
can Dokumentasi |

(PLID) |

1) Koordinator | Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan
| Informatika Provinsi Maluku

2) Anggota a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan

]

‘ Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2 Provinsi Maluku.

| b) Kabid Hmas'dan Protokol Setda Maluku

[ c) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Irformatika

|
b. Pengolahan Data dan|

Klasifikasi Informasi | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi,
1) Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Provinsi Maluku

| a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
2) Anggota : Iiformasi, Dinas Komunikasi dan
: Informatika Provinsi Maluku.
. b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi
din Informatika Provinsi Maluku




GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMCR 317 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

1.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

: a. bahwa untuk mewujudken tata kelola pemerintahan yang

bersih, efek:if, transparan, dan akuntabel wadah layanan
informasi ying terpercaya dan terstruktur, maka perlu

dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
Provinsi Maluku;

bahwa dergan cdiberlakukannya Peraturan Menteri
Dalam Nageri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman “engelolaan Informasi dan Dokumentas;
Kementeriiin Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
dan Peratt ran Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi
dan Infoimatika, maka Keputusan Gubernur
Maiuku Nomor 255 Tahun 2017 tentang
Pembentul:an Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku dipandang sudah tidak sesuaj dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti;

bahwa boerdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Provinsi M iluku perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur valuku;

Undang-Ur dang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan (Indang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 ten ang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1S$57 Nomor 79) sebagai Undang-
Undang (L¢ rabaran Negara Republik Indonesia Nomor
61, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang-Unidang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukain Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembearan Negara Republik Indonesia
Nomor484+));



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Undang-Urdang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

4. Undang-Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintal an Daearh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tamabahn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 5679);

S. Peraturan emerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang K :terbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 524 3);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pec oman Pengelolaan P:layanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

7. Feraturan Mlenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintehen  Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;

8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Prcvinsi Maluku Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun
2019 tenting Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Prcvinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

IMEMUTUSKAN :

Keputusan Gub:rnur tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi 2emerintah Provinsi Maluku sebagaimana
tercantum pada Lampiran I dan Lampiran Il Keputusan ini;

Pengelola Layar an Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud dalan Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan
dokumentasi;

¢. Mengkoordin:sikan dan mengkonsclidasikan pengumpulan
bahan infornasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola
Informasi dar Dokumentasi Pembartu;

d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi peliyanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;



KETIGA

KEEMPAT

€. Melakukan icrifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi
publik;

f. Melakukan u i konsekuensi atas informasi dan dokumentasi

yang dikecualikan;

Melakukan pcmutakhiran informasi dan dokumentasi;

- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyara <at;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
moniioring :tas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelols
Informasi dar dokumentas: Pembantu;

J. Melaksanaka: rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/:tau sesuai dengan kebutuhan;

k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di
publikasikan;

l. menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk
mengumpulkiin, mengelola dan memelihara informasi dan
dokumentasi;

m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku
melalui Sekretaris Daerah.

Pengelola Lzyanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimanadin aksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai
kewenangan uniuk :

a. menolak me nberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-ui-dangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari
Pejabat Peng:lola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

¢. mengkoordinisi  pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

€. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu a¢n/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,
mengumpulkin,  serta memelihara  informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksid pada Dikturm “KEDUA” mempunyai
tugas :

a. membantu P:jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama meluksanskan tanggung jawab, tugas dan
kewenangan;

b. menyampaiken informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Infcrmasi dan Dokumentasi Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuaj kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengar: tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketsrsediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,
tepat, berku: litas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

€. mengumpulkiin, mengolah dan mengkompilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah
masing-masir g menjadi bahan informasi publik;

=



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 317 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

SUSUNA Vv KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN NFORMASI DAN DOXUMENTASI
PROVINSI MALUKU

No. JABATAN DALAM PLID KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1 2 - 3
" I. | Pembina a. Gubernur Maluku
' b. Wakil Gubernur Maluku

: II. | Pengarah/Atasan PPID Sekretaris Daerah Maluku

. | Tim Pertimbangan | 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku
! | 2. Asisten Administrasi Umum dan

Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku
IV. | Ketua/PPID Utama ' Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku

| V. |Bidang-Bidang - o i

a. Pendukung
Sekretariat Pengelola
Layanan  Informasi
dan Dokumentasi
(PLID)

1) Koordinator

2) Anggota

b. Pengolahan Data dan:

Klasifikasi Informasi
1) Koordinator

2] Anggota

|

}

Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku

|[ a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan

| Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah

' Provinsi Maluku.

b} Kabid Humas dan Protokol Setda Maluku

c) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi,
Badan Pe:encanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku

a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
liomunikasi Publik, Dinas Komunikasi
din Informatika Provinsi Maluku




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 317 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

SUSUNA N KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN ] NFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI MALUKU

__ No. JABATAN DALAM PLiD KETERANGAN .JABATAN / INSTANSI
T 2 3
" I. | Pembina ' a. G bernur Maluku
b. Wekil Gubernur Maluku
II. | Pengarah/Atasan PPID Sekre taris Daerah Maluku
!—_.._
HI. | Tim Pertimbangan 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku
' 2. Asisten Administrasi Umum dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku
- IV, | Ketua/PPID Utama I Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
. | Provinsi Maluku
7 Bidang-Bidang :

a. Pendukung
Sekretariat Pengelola
Layanan  Informasi

dan Dokumentasi

(PLID)

1) Koordinator  Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan
Informatika Prcvinsi Maluku

2] Anggota a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Maluku.
b) Kabid Humas dan Protokol Setda Maluku
¢) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Informatika

b. Pengolahan Data dan

Klasifikasi Informasi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi,
1) Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Maluku

a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
2) Anggota Informasi, Dinas Komunikasi dan
Inforraatika Provinsi Maluku.
b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Maluku




c. Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi
1) Koordinator

2] Anggota

d. Fasilitasi Sengketa
Informasi

1) Koordinator

2) Anggota

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatika, Dinas Komuniasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku

b) Kepala Seksi Media Publik, dan
layanan sistem Komunikasi dan
Informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku

c) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku .

a) Wakil deri Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluvku,

b) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku

V1. | PPID Pembantu

Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provins.
Maluku

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN 1

KARO HUKUM DAN HAM

y/
KADIS KOMINFO #’

=

’

ISMAIL




¢. Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi
1) Koordinator

2) Anggota

d. Fasilitasi Sengketa
Informasi

1) Koordinator

2] Anggota

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatika, Dinas Komuniasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku

b) Kepala Seksi Media Publik, dan
layanan sistem Komunikasi dan
Informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku

c) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku

a) Wakil dari Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku,

bj Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku

VI.

PPID Pembantu

Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provins

_| Maluku




V1.

C.

d.

Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi
1) Koordinator

2) Anggota

Fasilitasi Sengketa
Informasi

1) Koordinator

2) Anggota

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatika, Dinas Komuniasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi Maluku

b) Kepala Seksi Media Publik, dan
layanan sistem Komunikasi dan
Informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku

c) Staf dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Maluku.

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku

a) Wakil dari Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku,

b) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Maluku

PPID Pembantu

Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provins

| Maluku

UR PROVINSI MALUKU,

RAD ISMAIL




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Komisi Informasi Provinsi M aluku, di Ambon:
. Pejabat Pengelola Informeasi dar. Dokumentasi;

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

L

£ B

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
pelayanan irformasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala
dan sesuai de1gan kebutuhan.

: Selain tugas set agaimana dimaksud Diktum’KELIMA” Pejabat

Pengelola Inforn:asi dan Cokumentasi Pembantu Khususnya
Sekretariat Dewe n Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi
dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordine sikan informasi dan dokumentasi kepada
Dewan Perwaikilan Rakyat Daersh untuk menetapkan
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

Untuk mendukiing kelancaran kegiatan Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari

a. Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan .Dokumentasi,
bertugas meriberikain dukungan administrasi dan teknis
operasional serta sarana dan prasarana mendukung
tersedianya liyanar informasi dan dokumentasi: Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

b. Bidang Pengo ahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas
mengolah deta yang disajikan sebagai informasi dan
dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi
yang telah dik uasai;

c. Bidang Pelayinan Informasi dan Dokumentasi, bertugas
memberikan oelayanan informasi dan dokumentasi publik
dan mengelola informasi dan dokusmentasi sesuai dengan
peraturan per indang-undangan;

d. Bidang Fasiliiasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan

advokasi dan mewakili dalam penyelesaian sengketa
informasi;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Maluku:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Juni 2020

KADIS KOMINFO

' KARO HUKUM DAN HAM

Pertinggal.




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth

2.
3.
4.

f. menyampaikin laporan pelaksanaan kebijakan teknis
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Infcrmasi dan Dokumentasi Utama secara berkala
dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum’KELIMA” Pejabat
Pengelola Inforriasi dan Dokumentasi Pembantu Khususnya
Sekretariat Dew:n Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

a. menyampaike n, memintla, mengelola, menyimpan informasi
dan dokumer tasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinisikan informasi dan dokumentasi kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dibeniuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

a. Sekretariat Pclayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi,
bertugas meinberikan dukungan administrasi dan teknis
operasional serta sarana dan prasarana mendukung
tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Pejabat
Pengelola Infc rmasi dan Dokumentasi Utama

b. Bidarg Pengclahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas
mengolah d:ita yang disajikan sebagai informasi dan
dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi
yang telah dil uasai:

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas
memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik

dan mengelola informasi dan dokuementasi sesuaj dengan
peraturan peirundang-undangan;

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan
advckasi dan mewakili dalam penyelesaian sengketa
informasi;

Segala biaya yang 1imbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini d bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Maluku;

Keputusan ini i ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Juni 2020

]

Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, di Ambon;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Pimpinan Organisasi Perangka  Daerah Provinsi Maluku;

Pertinggal.




KELIMA

KREENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth

£
1.

menyampaikén laporan pelaksanaan kebijakan teknis
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Infc rmasi dan Dokumentasi Utama secara berkala

dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sehbagaimana dimaksud Diktum’KELIMA” Pejabat
Pengelola Inforriasi dan Dokumentasi Pembantu Khususnya
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

4.

menyampaik: n, meminta, mengelola, menyimpan informasi
dan dokumer tasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuail peraturan perundang-undangan:

- mengkoordin:iisikan informasi dan dokumentasi kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan
Informasi dan Jokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dibent1 k Bidang Pendukung yang terdiri dari :

a.

Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi,
bertugas meinberikan dukungan administrasi dan teknis
operasional serta sarana dan prasarana mendukung
tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Pejabat
Pengelola [nfc rmasi dan Dokumentasi Utama

. Bidang Pengclahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas

mengolah dita yang disajikan  sebagai informasi dan
dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi
yang telah dil uasai;

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas
memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
dan mengelola informasi dan dokuementasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan

advokasi dan 1mewakili dalam penyelesaian sengketa
informasi;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ni dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Maluku;

Keputusan ini r ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Juni 2020

|. Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku di Ambon;
2. Pejabat Pengelola Informasi da Dokumentasi;
3. Pimpinan Organisasi Perangka: Daerah Provinsi Maluku;

4. Pertinggal.
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KEFUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 317 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN [NFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

GUBERINUR MALUKU,

bahwa untus imewujudkan tata kelola pemerintahan y
bersih, efekiif, transparan, dan akuntabel wadah layanan
informasi y:ng terpercaya dan terstruktur, maka perlu
dibentuk pe1gelola layanan informasi dan dokumentasi di
Proviasi Mal 1ku;

bahwa denzan diberlakukannys, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman 1’engelolaan Informasi dan Dokumentasi
Kementerien Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Konkurern Bidang Komunikasi
dan Informatika, maka Keputusan Gubernur
Maluku VNomor 255 Tahun 2017 tentang
Pembentulan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Maluku dpandang sudah tidak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan
sehingga p :rlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,, dan huruf b, Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Provinsi Miluku perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Maluku;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan JUndang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia ""ahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-
Undang (Lembar:n Negara Republik Indonesia Nomor

61, Tambalian Li:mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 161'7);

Undang-Urdang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Inormasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemord84¢ ),



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Unilang Nomor 25 “ahun 2009 tentang
Pelayanan FPublik (lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

Undang-Uniang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daearh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Vegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Peribahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor
23 Tahun 201% tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tam ibahn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 5679);

Peraturan Femeriatah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Qg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 524¢);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pediyman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Ms=nteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Urusan

Pemerintaha1  Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan 1Jaerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Talwun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Proinsi Maluku Nomor 66);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun
2019 tent:ng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Femerintah Provinsi Maluku sebagaimana
tercantum pada .ampiran [ dan Lampiran Il Keputusan ini;

Pengelola Layanin informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyei tugas :

a.

b.

C.

Menyusun din melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan
dokumentasi;

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informisi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembanzu;

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi peleyanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;



KETIGA

KEEMPAT

e. Melakukan ierifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi
publik;

f. Melakukan u;i konsekuensi atas informasi dan dokumentasi

yarg dikecua ikan;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyara <at;

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring «tas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelols
Informasi dar doltumentasi Pembantu;

J. Melaksanaka 1 rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/:tau sesuai dengan kebutuhan;

k. Mengesahkar informasi dan dokumentasi yang layak di
publikasikan;

l. menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk
mengumpulk.n, mengelola dan memelihara informasi dan
dokumentasi:

m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku
melalui Sekretaris Daerah.

Pengelola Lz yanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimanadiniaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai
kewenangar: un' uk :

a. menolak me nberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan seci1ai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undang: n;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari

Pejabat Peng:lola nformasi dan Dokumentasi Pembantu

yang menjadi cakupan kerjanya;

mengkoordiniisi  p:mberian pelayanan informasi dan

dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informas: dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

e. menugaskan Pejabat Fengelola Infocrmasi dan Dokumentasi
Pembantu den/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,
mengumpulkin,  serta  memelihara  informasi  dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud pada Dikturn “KEDUA” mempunyai
tugas :

a. membantu Pjaoat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama meliksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangan;

b. menyampaik: n informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Injormasi dan Dokumentasi Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengar. tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumeitasi bagi pemohon informasi secara cepat,
tepat, berku: litas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

e. mengumpulk:in, mengolah dan mengkompilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah
masing-masir g menjacdi bahan informasi publik;
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